PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. UDAYANA NO. 100 X, DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH

Telp/ Fax (0361) 4795182 GIANYAR
dinaspmd.gianyarkab.go.id / Email : dpmdgianyar@gmail.com

Nomor : 140/82.a/DPMD/2020
Lampiran : 1 (satu) gabung Gianyar, 8 Februari 2021
Perihal : Pemberlakuan Kepada:
Pembatasan Kegiatan Yth : 1. Perbekel se-Kab. Gianyar
Masyarakat Skala Mikro 2. Ketua BPD se-Kab. Gianyar
di Desa/Kelurahan dan )
Pembentukan Satgas di -
Gotong Royong
Penanganan Covid-19 TEMPAT

Berbasis Desa Adat di
Kabupaten Gianyar

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran
Virus Disease 2019.

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6
Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Skala Mikro di Desa.

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-
2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian
Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019.

4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan
Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

S. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bendesa Agung Majelis
Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/660?PHA/DPMA dan Nomor :
003/SKB/MDA-Prov Bali/Il/2021 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di
Bali

6. Surat Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Nomor
19.410/2377/1/DISPMD DUKCAPIL tanggal 8 Pebruari 2021
Perihal Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-
19 Berbasis Desa Adat di Bali.

7. Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 627/F-04/HK/2021 Tentang
Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dj
Kabupaten Gianyar

8. Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor : 800/316/BPBD/2021
Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
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Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan
Era Baru di Kabupaten Gianyar.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Perbekel untuk melakukan koordinasi dengan Bendesa Adat di
wilayah masing-masing untuk segera membentuk Satuan Tugas
Gotong Royong dengan susunan satgas sebagaimana ketentuan
pada diktum KETIGA yang ditetapkan melalui keputusan bersama
ditandatangani oleh Perbekel dan Bendesa Adat.

2. Melakukan perencanaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa
dan didukung dari sumber pendapatan desa lainnya dalam
APBDesa melalui mekanisme dan ketentuan peraturan yang
berlaku.

3. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa Tahun
2021 dengan cara melakukan pergeseran atau penundaan
kegiatan-kegiatan Dana Desa tahun 2021 diluar BLT. Perubahan
APBDesa Tahun 2021 menggunakan Dana Desa yang diterima
masing-masing desa minimal 8% (delapan persen) sesuai Surat
Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-
2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian
Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 diprioritaskan untuk kegiatan penanganan Pandemi Covid-19.
Penanganan Covid-19 meliputi : aksi desa aman Covid-19 dan
satuan tugas/relawan desa aman Covid-19, operasional posko
satgas gotong royong penanganan Covid-19.

4. Dalam menetapkan perencanaan anggaran sebagaimana poin 2
(dua) diatas agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi terlebih
dahulu dengan Bendesa Adat untuk menghindari terjadinya double
penganggaran.

5. Melaporkan kegiatan-kegiatan PPKM Mikro di masing-masing desa
dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19 kepada Camat.

Demikian surat ini, atas perhatian dan pelaksanaannya
diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

RO W

Gubernur Bali C.q Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali sebagai laporan,
Bapak Bupati Gianyar sebagai laporan

Bapak Wakil Bupati Gianyar sebagai laporan

Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar sebagai laporan

Inspektur Inspektorat Kabupaten Gianyar

Para Camat se- Kabupaten Gianyar

TA P3MD, Pendamping Desa, PLD Kabupaten Gianyar

Arsip.
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

JI. D.I. PANDJAITAN NO. 5 DENPASAR - BALI (80235)
Telp. (0361) 249805 Faks. (0361) 234121

Website : https://dpmddukcapil.baliprov.go.id/
email : dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 8 Pebruari 2021

Kepada
19.410/2377/1/DISPMD DUKCAPIL Yth. 1. Perbekel Se-Bali
Segera. 2. Lurah Se-Bali
1 (satu) gabung. di -

Pembentukan Satgas Gotong Royong Tempat

Penanganan COVID-19 Berbasis
Desa Adat di Bali

Dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021
Tanggal 8 Pebruari 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dan Keputusan
Bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali
Nomor : 472/660/PHA/DPMA dan Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/ll/2021
Tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong
Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali sebagaimana terlampir, maka
berkenaan dengan hal tersebut bagi Perbekel/Lurah yang wilayahnya ditetapkan
oleh Bupati/Walikota sebagai wilayah yang menerapkan PPKM berbasis Mikro agar
segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Bandesa Adat di wilayah masing-masing untuk
segera membentuk Satuan Tugas Gotong Royong dengan Susunan Satgas
sebagaimana ketentuan pada diktum KETIGA yang ditetapkan melalui
Keputusan Bersama ditandatanngani oleh Perbekel dan Bandesa Adat.

2. Melakukan perencanaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan
didukung dari sumber pendapatan desa lainnya dalam APBDesa melalui
mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Dalam menetapkan perencanaan anggaran sebagaimana poin 2 (dua) di atas
agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi terlebih dahulu dengan Bandesa

Adat untuk menghindari terjadinya dobel penganggaran.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

PUTU ANOM AGUSTINA
NIP. 19640505 198503 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan.
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali.
Ketua Forum Perbekel Kabupaten/Kota se Bali.

1
2
3.
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Bali untuk diketahui.
5
6
7

Camat se Bali.
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